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PUTUSAN
Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

P 1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama,
yang diajukan oleh:
TAUFIK Bin ANWAR ST. PANGERAN, NIK 1375020705790001,
Tempat/tgl.lahir Bukittinggi/05 Mei 1979, Agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di
Kabun Pulasan Dalam, RT/RW.003/003, Kelurahan Puhun
Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, sebagai Penggugat;
melawan
LENI MARLINA Binti RAJAB INTAN SATI, Tempat/tgl.lahir Bukittinggi/02 Mei
1982, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabun Pulasan Dalam No.145
RT/RW.003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi
yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Juli 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Register
Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 6 Juli 2021, dengan dalil-dalil berbunyi
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sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami
istri yang sah, dan menikah pada tanggal 03 Oktober 2004, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/4/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
pada tanggal 04 Oktober 2004;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta
Cerai Nomor: 0264/AC/2020/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Bukittinggi tanggal 06 Juli 2020;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta
bersama berupa:
3.1Dua bidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen

berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana
SHM Nomor 778 Surat Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April
2014, luas 114 M? atas nama Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat
bersama dengan surat-suratnya, apabila ditaksir harga tanah dan bangunan
tersebut sekarang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Ket: Bahwa bangunan rumah bertingkat tersebut berdiri di atas dua
buah sertikikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 778 dan Sertifikat Hak
Milik Nomor: 777, yang luas bangunan di atas dua buah sertifikat tersebut
adalah 13 m x 20 m vyaitu seluas 260 m? x 2 lantai = 520 m? , dimana pada
sidang Gugatan Harta Bersama sebelumnya antara Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan salinan putusan Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt
Tanggal 18 Januari 2021 sudah diputuskan kalau sebidang tanah yang
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berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai tua dengan Sertifikat
Hak Milik Nomor: 777 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat,
maka ini tidak bisa dilepas tanpa memasukkan tanah dan bangunan di dalam
SHM 778;
3.2Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen
berlantai dua, yang dijadikan rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas
88 M? atas nama Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di Kampung
Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-
batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat
bersama dengan surat-suratnya, apabila ditaksir tanah beserta bangunan
tersebut seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Ket: Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang
tanah pada bulan Januari 2014 dengan SHM Nomor: 776 luas 483 m?,
kemudian Penggugat dengan Tergugat berencana memecah sertifikat
tersebut menjadi beberapa bagian, ternyata tanpa sepengetahuan
Penggugat Tergugat sudah memecahnya saja menjadi 4 sertifikat, yaitu
SHM Nomor 777,778,779 dan 780 atas nama Tergugat (Leni Marlina). Ketika
akan bercerai dari Tergugat Penggugat hanya menemukan sertifikat asli
Nomor 777, ditambah dengan Fotokopi sertifikat induk SHM Nomor 776, dan
Penggugat tidak menemukan ada sertifikat lain yang menjadi pecahan
sertifikat induk 776, ternyata dalam persidangan Gugatan Harta Bersama
antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor Perkara:
437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021, Tergugat mendatangkan
sertifikat Asli SHM Nomor 780 dan 778 (salinan putusan Perkara Nomor:
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437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021 halaman 42) ditambah

dengan keterangan saksi Tergugat;

Bahwa uang hasil dari rumah kos yang tertelak di tanah SHM
Nomor:780 tersebut setiap bulannya adalah Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah), dan sampai saat ini Tergugat lah yang mengambil dan menikmati
uang tersebut, tanpa ada sedikitpun Tergugat memberikan kepada
Penggugat;
3.3Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal

Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat
Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M? atas nama
Tergugat (Leni Marlina), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan
Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan

Tergugat;

Dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan
surat-suratnya, apabila di taksir tanah tersebut sekarang seharga Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Ket: Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat membeli
sebidang tanah SHM 258/Puhun Tembok, kemudian di pecah menjadi
beberapa SHM yaitu 791,792, dan 793, dan SHM Nomor 792 sekarang
menjadi jaminan di Bank Nagari, sedangkan tanah dengan SHM Nomor 791
dan 793 sekarang dikuasai oleh Tergugat;

3.4 Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat
Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M? atas nama
Tergugat (Leni Marlina), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM
No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan
Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan
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Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

Dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan
surat-suratnya, jika ditaksir harga tanah tersebut sekarang Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3.5 Sebuah rumah permanen bertipe 70 M? yang berdiri di atas tanah kaum
Tergugat, dengan luas tanah + 150 M?, yang terletak di Kampung Kabun
Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

Ket: Bahwa jauh sebelum menikah Penggugat sudah memiliki usaha
sapi potong, sehingga ketika menikah Penggugat membawa uang pribadi
Penggugat sekitar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah),
awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat,
kemudian 3 bulan setelah menikah keluarga Tergugat menyampaikan “ kalau
ingin membangun rumah maka bangun saja di tanah kaum Tergugat
(berdasarkan adat kebiasaan minangkabau)’, namun Penggugat tetap saja
waktu itu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
kepada keluarga Tergugat, kemudian Penggugat membuat rumah di atas
tanah tersebut menggunakan uang pribadi (uang bawaan) Penggugat, dan
sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, Tergugat menyewakannya
kepada kakak Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta)
pertahunnya, uang tersebut diambil sepenuhnya oleh Tergugat tanpa
sedikitpun memberikannya kepada Penggugat, kalau dinilai rumah tersebut
akan laku dijual Rp. 650.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan
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tanahnya, sedangkan kalau harga bangunannya saja sekitar Rp.

450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan terhadap i'tikad
buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, dan memperjual belikan
harta berupa objek perkara poin 3 yang tersebut di atas kepada pihak ketiga
sebelum perkara harta bersama ini di bagi, Untuk itu Penggugat mohon
terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan sita
jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut di atas;

5. Bahwa alasan Penggugat meminta meletakkan sita Jaminan (Concervatoir
Beslag) adalah karena sekarang Tergugat yang menguasai objek tersebut
dan Tergugat mengeluarkan semua barang-barang Penggugat, Tergugat
membongkar paksa kamar Penggugat, ditambah lagi setiap kali Penggugat
mendatangi rumah tersebut, maka Tergugat akan memanggil keluarga
Tergugat untuk mengusir Tergugat, dari sana jelaslah iktikad buruk Tergugat
melakukan segala cara untuk mendapatkan semua harta bersama;

6. Bahwa selain memiliki harta bersama sebagaimana poin 3 posita di atas,
Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hutang bersama berupa Hutang
kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (tujuh ratus lima
puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah) hutang tersebut
merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat, biasanya Penggugat
membayar hutang tersebut dari hasil penjualan sapi, akan tetapi semenjak
bulan Januari 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat mengambil sebagian
uang hasil penjualan sapi yang dipergunakan untuk membangun rumah yang
terletak di tanah SHM 778 (objek perkara poin 3.1. di atas) dan SHM 777
(objek yang telah putus), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi
Penggugat dan Tergugat, dengan rincian:

- Hutang tertanggal 03 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan
mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp.
193.486.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan
puluh  enam ribu rupiah), berdasarkan Surat Jalan Nomor:
22/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor
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022/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum
dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

- Hutang tertanggal 08 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan
mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp.
190.089.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan puluh sembilan ribu
rupiah), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 72/01/PT/EFA/18, dan Invoice
(Surat Tagihan) Nomor 072/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang
hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

- Hutang tertanggal 15 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan
mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp.
186.142.800,- (seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh
dua ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan Surat Jalan Nomor:
136/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor
136/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum
dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

- Hutang tertanggal 21 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan
mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp.
183.703.200,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua
ratus rupiah), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 189/01/PT/EFA/18, dan
Invoice (Surat Tagihan) Nomor 189/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai
sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Ket: Bahwa Penggugat memiliki kerjasama dengan PT. ELDIRA

FAUNA ASAHAN Kisaran Sumatera Utara, dimana kerjasama itu berupa PT

tersebut mengirimkan sapi kepada Penggugat untuk nantinya Penggugat jual

dagingnya di Pasar Bukittinggi, setelah daging sapi terjual barulah

Penggugat akan mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT. Eldira,

selama menikah Penggugat meletakkan uang hasil penjualan sapi di dalam

brangkas Penggugat, dan Penggugat sering pergi ke luar kota urusan
pekerjaan, ketika Penggugat di luar kota biasanya Penggugat akan meminta

Tergugat untuk mengirimkan uang kepada mitra bisnis Penggugat bahkan

bagi orang yang akan membayar uang kepada Penggugat biasanya

Penggugat juga meminta orang tersebut menyerahkannya kepada Tergugat,
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begitulah besarnya rasa percaya Penggugat kepada Tergugat, namun
ternyata uang hasil jualan sapi yang akan di kirimkan Penggugat kepada PT.
ELDIRA selalu habis karena diambil oleh Tergugat yang digunakan Tergugat
membeli bahan bangunan untuk membangun rumah;

7. Bahwa hutang bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas belum
di bayar sampai saat sekarang ini;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian
perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima,
memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen

berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur
Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M? atas nama
Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan
Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan
batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen
berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014
tanggal 10 April 2014, luas 88 M? atas nama Tergugat (Leni
Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW
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003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791,
Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun
Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas
97 M? atas nama Tergugat (Leni Marlina), yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan
Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793,
Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M?
atas nama Tergugat (Leni Marlina), Asal Usul Hak adalah
pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama
Tergugat;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;
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2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M? yang berdiri di atas tanah
kaum Tergugat, dengan luas tanah + 150 M? yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;
adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat
dengan Tergugat;

3. Menyatakan hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar
753.421.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu
rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum
pernah dibagi antara Penggugat degan Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concervatoir beslag) yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama
poin 2 tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar
harta bersama yang tercantum pada poin 2 (2.1. — 2.5.) petitum di atas,
baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian
dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau
seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natural/riil maupun
hasil penjualan secara lelang/harga nilai;

7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar
hutang bersama kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,-
(tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah),
sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat dan
Tergugat;

8. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;
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SUBSIDER
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi, terhadap
panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara in person telah hadir di
persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama secara
kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator
tertunjuk Dra. Hj. Yuhi, M.A. (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi), yang
hasilnya tidak tercapai kesepakatan damai berdasarkan laporan mediasi dari
mediator tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai dan mediasi tidak berhasil,
kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan sidang
terbuka untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.
Terhadap gugatan a quo, Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi
gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat di
persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 31
Agustus 2021, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Atas nama Tergugat, saya Leni Marlina menjawab poin:

3.1. Perihal sertifikat hak milik 778.
Bahwa saya sudah menunjukkan pada persidangan di lapangan serta
sudah memberikan keterangan pada tanggal 30 Desember 2020 dan
sudah ada hasil keputusan sidang;

3.2. Perihal sertifikat hak milik 780.
Bahwa saya sudah menunjukkan pada persidangan di lapangan serta
sudah memberikan keterangan pada tanggal 30 Desember 2021 dan
sudah ada hasil keputusan sidang;
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3.3. Perihal sertifikat hak milik 791.
3.4. Perihal sertifikat hak milik 793.
Untuk poin 3.3 dan 3.4, bahwa saya sudah memberikan keterangan
beserta bukti-bukti pad apersidangan sebelumnya dan juga sudah
menunjukkan pada persidangan di lapangan tanggal 30 Desember 2020;
3.5. Perihal rumah permanen bertipe 70 m2.
Rumah tersebut hanya dengan ukuran (8x11) meter yang berdiri di atas
tanah kaum tanpa sertifikat;
“Menjawab perihal harta bawaan Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga
juta lima ratus milyar) hanya rekayasa Penggugat saja. Awal berumah tangga
saja Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2,5
tahun. Jadi kehidupan berawal dari bawah dengan tidak memiliki apa-apa.
Serta perihal Penggugat memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) kepada keluarga Tergugat hanya rekayasa;
“Perihal hutang kepada PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN, sebesar
Rp753.421.000,00, tertanggal 03 Januari 2018, bahwasanya itu tidak ada,
hanya rekayasa Penggugat saja;
Karena semua pemesanan dan pembayaran sapi yang mengurus semuanya
adalah Tergugat. Jadi sampai Agustus 2019 Tergugat masih mengurus semua
pesanan sapi dan tidak ada hutang kepada PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN;
Demikianlah keterangan yang dapat saya berikan. Semoga jadi bahan
pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa Tergugat menambahkan jawabannya secara lisan di persidangan
terkait dengan gugatan Penggugat tentang meletakkan sita jaminan terhadap
objek perkara poin 3, yang pada pokoknya Tergugat tidak mempunyai itikad
tidak baik, seperti menjual atau memindahtangankan objek perkara poin 3
dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
repliknya secara tertulis tertanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali
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apa yang Penggugat akui kebenarannya;

2. Bahwa memang benar jawaban Tergugat pada poin 3.1. yang
menyatakan kalau Tergugat sudah menunjukkan pada persidangan
setempat pada perkara harta bersama sebelumnya dengan No
Perkara:441/ Pdt.G/2021/PA.Bkt, yaitu terdapat Dua bidang tanah yang
berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana pada pemeriksaan
setempat tersebut Tergugat memperlihatkan SHM Nomor 778 Surat
Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M? atas
nama Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan
Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, bangunan rumah bertingkat
tersebut berdiri di atas dua buah sertikikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik
Nomor 778 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777, dimana pada sidang
Gugatan Harta Bersama sebelumnya antara Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan salinan putusan Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt
Tanggal 18 Januari 2021 sudah diputuskan kalau sebidang tanah yang
berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai tua dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 adalah harta bersama Penggugat dengan
Tergugat, maka ini tidak bisa dilepas tanpa memasukkan tanah dan
bangunan di dalam SHM 778;

3. Bahwa memang benar jawaban Tergugat poin 3.2 yang menyatakan
kalau Tergugat sudah menunjukkan objek pada persidangan setempat,
dan Tergugat juga sudah memperlihatkan sertifikat asli dengan Sertifikat
Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April
2014, luas 88 M? atas nama Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun
Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,Bahwa
awalnya Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah pada
bulan Januari 2014 dengan SHM Nomor: 776 luas 483 m? kemudian
Tergugat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 sertifikat, yaitu SHM
Nomor 777,778,779 dan 780 atas nama Tergugat (Leni Marlina). Dan
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dalam persidangan Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan
Tergugat dengan Nomor Perkara: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18
Januari 2021, Tergugat mendatangkan sertifikat Asli SHM Nomor 780
dan 778 ( salinan putusan Perkara Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt
Tanggal 18 Januari 2021 halaman 42);

4. Bahwa Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat poin
3.3 dan 3.4, maka ini sudah dianggap mengakui gugatan Penggugat,
dan mengenai keterangan yang disebut Tergugat pada persidangan
sebelumnya, semuanya di bantah oleh Penggugat kecuali yang diakui
Penggugat kebenarannya;

5. Bahwa Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat poin
3.5 mengenai Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah kaum
Tergugat, yang dibantah Tergugat hanya masalah ukuran (8x11) meter,
dan ini tidak menghilangkan adanya harta bersama Penggugat dengan
Tergugat yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, sehingga pengakuan
ini sudah merupakan bukti sempurna, dan mengenai uang bawaan
Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga setengah milyar rupiah)
adalah hal yang nyata karena jauh sebelum Penggugat menikah dengan
Tergugat, Tergugat sudah memiliki usaha sapi potong dan alhamdulillah
memiliki uang yang cukup banyak, sehingga uang tersebutlah yang
digunakan Penggugat untuk membangun rumah di tanah kaum
Tergugat, dan wajar rasanya kalau orang yang baru menikah tinggal di
tempat mertua selama beberapa waktu, sebelum akhirnya memutuskan
membangun rumah, dan Penggugat membangun rumah di tanah kaum
Tergugat juga karena keluarga Tergugat yang memintanya, sehingga
karena merasa tidak enak hati akhirnya Tergugat memberikan uang Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada adik Tergugat; dan bagaimana
kehidupan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, akan
Penggugat buktikan nanti di persidangan;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan kalau hutang
kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (tujuh ratus

lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah) hanyalah
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rekayasa Penggugat, karena hutang tersebut memang ada yang
merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat, biasanya Penggugat
membayar hutang tersebut dari hasil penjualan sapi, akan tetapi
semenjak bulan Januari 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat mengambil
sebagian wuang hasil penjualan sapi yang dipergunakan untuk
membangun rumah yang terletak di tanah SHM 778 (objek perkara poin

3.1. di atas) dan SHM 777 (objek yang telah putus), saat itu Penggugat

dengan Tergugat dalam pembangunan rumah, dan untuk tukangnya saja

Tergugat harus membayar gaji setiap minggunya sekitar Rp.

14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan itu memakan waktu lebih

kurang 1 tahun, ditambah lagi untuk furnitur rumah Tergugat

menghabiskan uang ratusan juta rupiah, dan uang ini diambil Tergugat
dari uang modal bisnis Penggugat di PT Eldira Fauna Asahan;

7. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi terhadap sita Jaminan yang
Penggugat ajukan, sehingga sepanjang tidak ditanggapi oleh Tergugat
maka dianggap Tergugat setuju untuk diletakkan sita jaminan, Untuk itu
Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi
berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
barang-barang tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima,
memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen

berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur
Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M? atas nama
Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan
Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan
batas-batas sebagai berikut:
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- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang

2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen
berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014
tanggal 10 April 2014, luas 88 M? atas nama Tergugat (Leni
Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW
003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang

2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791,
Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun
Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas
97 M? atas nama Tergugat (Leni Marlina), yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan
Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793,
Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M?
atas nama Tergugat (Leni Marlina), Asal Usul Hak adalah
pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
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Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota

Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M? yang berdiri di atas tanah
kaum Tergugat, dengan luas tanah + 150 M? yang terletak di
Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan
Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;
adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat
dengan Tergugat;

3. Menyatakan hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar
753.421.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu
rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang
belum pernah dibagi antara Penggugat degan Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concervatoir beslag) yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama
poin 2 tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama
besar harta bersama yang tercantum pada poin 2 (2.1. — 2.5.) petitum di
atas, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga
nilai;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian
dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau
seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natural/riil maupun
hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
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7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama
besar hutang bersama kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar
753.421.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu
rupiah), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat
dan Tergugat;

8. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara.

SUBSIDER
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal

21 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Memperhatikan gugatan Penggugat poin 3.1. SHM 778 surat ukur nomor
00101/2014 tanggal 10 April 2014, Luas 114 m?Z...dst Objek Perkara ini
adalah kabur karena Penggugat dalam gugatannya menggugat sebidang
tanah dan bangunan yang ada diatasnya, karena Penggugat hanya
menyebutkan luas tanahnya saja dan tidak menguraikan dengan jelas luas
ukuran bangunan yang ada di atasnya. Oleh sebab itu Objek Perkara ini
tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan
dan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur, prematur dan kurang pihak, bahwa
memperhatikan posita gugatan Penggugat dalam surat gugataannya pada
poin 3.2 yaitu sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah
permanen berlantai 2 Sertifikat Hak Milik nomor 780 atas nama
Tergugat...dst. Objek Perkara tersebut sekarang dikuasai dan ditempati
oleh banyak orang yang sudah jelas status sewa menyewa dengan pihak
lain jauh sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa
apabila akan disengketakan oleh Penggugat maka Penggugat harus
menempatkan para penyewa tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini;
Kemudian Objek Perkara SHM 780 seluas 88 m2 tersebut, luas tanah dan
bangunan jauh lebih luas dari apa yang dimaksudkan oleh Penggugat
karena bangunan tersebut sebagian berada diatas tanah orang lain.
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Sehingga luas bangunan Objek Perkara tersebut ada 110 m2. Tanah
tempat berdiri bangunan tersebut bukanlah murni milik Penggugat dan
tergugat seluruhnya. Oleh sebab itu gugatan Objek Pekara ini tidak jelas,
kabur dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat haruslah
dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dan surat gugatannya
poin 3.3 dan poin 3.4 adalah gugatan yang premature, bahwa sebidang
tanah kosong SHM 791, dan SHM 793 atas nama Tergugat, objek perkara
tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Tergugat, sekarang dikuasai
oleh pihak lain karena dijadikan sebagai jaminan utang, sertifikat Hak Milik
Objek Perkara tersebut berada di bawah penguasaan pihak ke-3 yaitu
RINALDI sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp
375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Keterangan : Bahwa sebenarnya tanah Penggugat dan Tergugat tersebut
ada 3 bidang tanah SHM 791, SHM 792 dan SHM 793. Akan tetapi SHM
792 sudah dibangun rumah permanen;

Kemudian pada pertengahan tahun 2017 tanah beserta rumah tersebut
Penggugat dan Tergugat jual kepada RINALDI senilai Rp 425.000.000,-
(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan awal tahun 2019
Rinaldi hanya mampu membayar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh
lima juta rupiah). Uang tersebut sudah Penggugat dan Tergugat gunakan
untuk membangun rumah berlantai 2 yang menjadi objek perkara gugatan
Penggugat pada point 3.3 dan 3.4 karena rumah tersebut belum di balik
nama ke atas nama RINALDI, masih atas nama Tergugat, maka bulan Mei
2019 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tanah dan rumah
tersebut dijadikan jaminan utang di BANK NAGARI cabang pembantu
Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan akan di kembalikan uang RINALDI.
Maka cairlah pinjaman atas nama Tergugat di Bank Nagari sejumlah Rp
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Kemudian uang pinjaman tersebut
diambil seluruhnya oleh Penggugat untuk membeli satu unit mobil
Mitsubishi Pajero keluaran terbaru (tahun 2019) BA 8655 XX / BA 1013 LE,
sedangkan uang RINALDI RP 375.000.000.- tidak jadi dikembalikan oleh
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Penggugat, sedangkan ansuran bank hanya 3 kali saja dibayar oleh
Penggugat. Sampai sekarang ansuran bank tersebut tidak pernah lagi
dibayar oleh Penggugat sehingga tanah dan rumah tersebut akan disita
oleh pihak Bank Nagari. Karena alasan corona belum jadi dilaksanakan.
Sementara keluarga Rinaldi tinggal dan menguasai rumah tersebut. Dan
Rinaldi meminta pertanggungjawaban Penggugat dan Tergugat untuk
mengembalikan pembatalan jual beli sebesar Rp 375.000.000.- karena
Penggugat dan Tergugat belum mengembalikan uang tersebut. Atas
persetujuan Penggugat, Tergugat menyerahkan SHM No. 793 dan SHM
No. 791 atas nama Tergugat ke pada Rinaldi sebagai jaminan utang;
Bahwa oleh karena Objek Perkara poin 3.3 dan Objek Perkara 3.4 di bawah
penguasaan pihak ke tiga yaitu RINALDI, maka terhadap Objek Perkara
tersebut belum bisa diajukan gugatan, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3
tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung tahun 2018, sebagai pedoman tugas pelaksanaan bagi
pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama angka 4 menyebutkan
“‘gugatan yang objek sengketa masih dalam jaminan utang atau objek
tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan
seterusnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima’;

4. Memperhatikan posita gugatan Penggugat poin 3.5 yaitu sebuah rumah
permanen bertipe 70 m?Z...dst. bahwa karena ukuran serta letak dan batas-
batas Objek Perkara tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Kemudian Objek Perkara tersebut dibangun diatas tanah milik
kaum dan atau diatas tanah milik bersama kaum Penggugat, oleh sebab itu
jelas dan terang Objek Perkara tersebut kabur dan kurang pihak. Jika akan
memperkarakan Objek Perkara ini, maka Penggugat harus menggugat
seluruh anggota kaum Penggugat;

Karena Objek Perkara ini kabur dan kurang pihak, maka gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Memperhatikan Objek Perkara point 6... yaitu berupa hutang kepada PT
Eldira Fauna Asahan sebesar Rp 753.421.000,- dst;
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Bahwa Objek Perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Objek Perkara tersebut adalah rekayasa Penggugat dan mengada-ada,
karena selama pemesanan sapi ke PT Eldira Fauna Asahan adalah
Tergugat yang memesan dan membayar semua tahijan dan tidak ada
hutang sama sekali, sehingga untuk proses kelancaran pembayaran,
Tergugat sering kali meminta bantuan pinjaman kepada sepupu Tergugat
yang berada di Pekan Baru dan Singapore, untuk kelancaran bisnis sapi
Penggugat dan Tergugat dengan PT Eldira Fauna Asahan;

Maka oleh sebab itu, jelas dan nyata Objek Perka tersebut harus
dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah Tergugat
kemukakan dalam eksepsi diatas;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan
Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 5 Juli 2021 dan Replik
Penggugat pada tanggal 1 September 2021., kecuali yang secara tegas
diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak
berkaitan dengan Objek Perkara;

4. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa
Tergugat sudah menunjukkan pada persidangan setempat pada perkara
harta bersama sebelumnya dengan nomor perkara 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt
karena perkara nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt belum pernah dilakukan
persidangan setempat;

5. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa telah
melakukan sidang setempat dan memperlihatkan sertifikat asli, karena
dalam perkara 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt belum pernah dilakukan sidang
setempat. Kemudian pada Objek Perkara SHM 780 seluas 88 m2 tidak
cocok luas tanah dengan luas bangunan, karena luas bangunan jauh lebih

luas dari pada luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Objek
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Perkara ini, sehingga terdapat tanah orang lain di atas bangunan yang
dimaksud oleh Penggugat;

6. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa
Tergugat sudah mengakui gugatan Penggugat, hal ini merupakan
kebodohan Penggugat yang tidak paham dengan maksud Tergugat,
dimana dalam perkara perdata harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat nomor 437/Pdt.G/2020/PA/Bkt bahwa Objek Perkara tersebut,
yaitu Objek Perkara poin 3.3 dan poin 3.4 adalah Objek Perkara yang
mengandung sengketa dengan pihak lain yang tidak bisa dijadikan Objek
Gugatan. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Objek Perkara poin 3.3
dan poin 3.4 adalah I'tikad buruk Penggugat yang hanya membebankan
hutang kepada Tergugat dan Penggugat ingin lari dari tanggungjawab,
karena Penggugat tidak mau membayar utang dan tanggungjawabnya
sebagai suami semasa perkawinan, sehingga tampak dengan jelas
kewajiban tersebut akan dibebankan kepada Tergugat sepenuhnya, baik
urusan dengan bank Nagari ataupun kepada Rinaldi;

7. Terggugat membantah dengan tegas Replik Penggugat poin 5... yang
menyatakan Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat
poin 3.5...dst karena tanah tempat berdiri bangunan tersebut bukanlah
harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut adalah
milik bersama kaum Penggugat. Kemudian perihal harta bawaan
Penggugat Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah
kesombongan dan kebohongan yang nyata untuk mengelabui Tergugat
dalam perkara ini, karen Penggugat tidak memiliki apa-apa pada saat
menikah dengan Tergugat, karena pada tahun 2005 Penggugat dan
Tergugat terdaftas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari
pemerintah kota Bukittinggi, karena Penggugat dan Tergugat termasuk
dalam daftar keluarga miskin, jadi kalau Penggugat memiliki harta bawaan
Rp 3.500.000.000,- tidak akan mungkin pemerintah setempat memasukkan
Penggugat dan Tergugat sebagai penerima BLT dan termasuk kedalam
daftar keluaga miskin, sedangkan untuk membuat rumah kecil saja
membutuhkan waktu satu setengah tahun, karena tidak memiliki modal
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sama sekali, dari situ juga sudah terlihat bahwa Penggugat adalah
pembohong besar, kemudian Penggugat memberikan uang kepada adik
Tergugat sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) juga merupakan
rekayasa Penggugat, karena masa itu adik Tergugat masi duduk dibangku
sekolah, jadi mustahil adik Tergugat yang meminta uang;

8. Tergugat membantah dengan tegas Replik Penggugat poin 6 yang
menyatakan bahwa utang kepada PT Eldira Fauna Asahan memang
ada...dst. Dalil tersebut benar-benar akal-akalan Penggugat dan tidak
benar adanya utang tersebut, karena selama pemesanan sapi kepada PT
Eldira Fauna Asahan adalah Tergugat yang memesan dan membayar
semua tagihan dan tidak ada utang sama sekali, hal ini bisa dibuktikan
dengan pihak PT Eldira Fauna Asahan, karena untuk proses kelancaran
bisnis sapi Penggugat dan Tergugat dengan pihak PT Eldira Fauna
Asahan, Tergugat sering meminta bantuan modal dana kepada sepupu
Tergugat yang ada di Pekan baru dan Singapore;

9. Bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat poin 7 yang menyatakan
Tergugat tidak menanggapi sita jaminan...dst. Bahwa mengenai sita
jaminan Tergugat sudah menjawab di hadapan majelis hakim pada
persidangan terdahulu secara lisan dan sudah tercatat dalam berita acara
sidang. Bahwa Tergugat tidak menyetujui sita jaminan tersebut dan melalui
Duplik Tergugat ini Tergugat membantah dengan tegas bahwa sita jaminan
tersebut tidak layak untuk diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat
Alhamdulillah beri'tikad baik untuk memelihara harta-harta tersebut,
Penggugat sendirilah yang mempunyai I'tikad tidak baik dan telah menjual
aset harta bersama tanpa seizin Tergugat, seperti kendaraan-kendaraan
yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Perkara
Perdata Nomor : 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt dan berupa 2 buah perumahan
tanpa izin Tergugat yang berlokasi di Pulai Anak Air, dimana Penggugat
telah menjual 1 buah rumah sebelum adanya putusan perceraian dari
Pengadilan Agama Bukittinggi secara sepihak dan menjual satu buah
rumah setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama
Bukittinggi;
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Berdasarkan uraian diatas, sudah cukup jelas seluruh Objek Perkara yang
diajukan oleh Penggugat tidak layak untuk diajukan sebagai dasar gugatan,
maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya dan setidak-
tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat
Rekonvensi / Penggugat Konvensi dahulunya adalah suami istri yang
sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2004
berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 292/4/X/2004 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi pada tanggal 04 Oktober 2004, dan telah di putus karena
perceraian oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana Akta Cerai
No. 0264/AC/2020/PA.Bkt;

2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah
dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

2.1 Axcell, laki-laki lahir pada tanggal 24 Oktober 2005;
2.2 Akhila Balgis Adzra, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2007;
2.3 Trisia Wigina, perempuan lagir 28 September 2010;

3. Bahwa karena ke tiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat
Rekonvensi sesuai dengan salinan putusan perkara nomor
437/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 18 Januari 2021 halaman 101 dan 102,
kemudian Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya
hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, masing-masing :

- Axcell, umur 15 tahun sejumlah Rp 1.900.000,- per bulan;

- Akhila Balqgis Adzra, umur 13 tahun sejumlah Rp 1.300.000,- per

bulan;

- Trisia Wigina, umur 10 tahun sejumlah Rp 1.400.000,- per bulan;
Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak
tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dan selanjutnya ditambah 15%
per tahun. Namun sampai sekarang Tergugat Rekonvensi melalaikan
kewajibannya terhadap anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat
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Rekonvensi memiliki usaha dan memiliki harta yang sudah lebih dari
cukup. Oleh sebab itu sesuai dengan putusan tersebut, setelah jelas
pembagian harta bagian Tergugat Rekonvensi agar dibayarkan biaya
hadhonah dari bagian harta Tergugat Rekonvensi;
a. Axcell, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005;

- Tahun 2021 Rp 1.900.000 x 12 = Rp 22.800.000,-

- Tahun 2022 + 15% = Rp 2.185.000 x 12 = Rp 26.220.000,-

- Tahun 2023 + 15% = Rp 2.470.000 x 12 = Rp 29.640.000,-

- Tahun 2024 + 15% = Rp 2.755.000 x 12 = Rp 33.060.000,-

- Tahun 2025 + 15% = Rp 3.040.000 x 12 = Rp 36.480.000,-

- Tahun 2026 + 15% = Rp 3.325.000 x 10 = Rp 33.250.000,-

TOTAL = RP 181.450.000,-
b. Akhila Balqis Adzra, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2007
- Tahun 2021 Rp 1.700.000 x 12 = Rp 20.400.000,-

- Tahun 2022 + 15% = Rp 1.955.000 x 12 = Rp 23.460.000,-
- Tahun 2023 + 15% = Rp 2.210.000 x 12 = Rp 26.520.000,-
- Tahun 2024 + 15% = Rp 2.465.000 x 12 = Rp 29.580.000,-
- Tahun 2025 + 15% = Rp 2.720.000 x 12 = Rp 32.640.000,-
- Tahun 2026 + 15% = Rp 2.975.000 x 12 = Rp 35.000.000,-
- Tahun 2027 + 15% = Rp 3.230.000 x 12 = Rp 38.760.000.-
- Tahun 2028 + 15% = Rp 3.485.000 x 5 = Rp 17.000.425,-

TOTAL Rp 224.485.000,-
c. Trisia Wigina, perempuan lagir 28 September 2010
- Tahun 2021 Rp 1.400.000 x 12 = Rp 16.000.000,-

- Tahun 2022 + 15% = Rp 1.596.000 x 12 = Rp 19.152.000,-
- Tahun 2023 + 15% = Rp 1.792.000 x 12 = Rp 21.504.000,-
- Tahun 2024 + 15% = Rp 2.060.000 x 12 = Rp 24.729.000,-
- Tahun 2025 + 15% = Rp 2.256.000 x 12 = Rp 27.072.000,-
- Tahun 2026 + 15% = Rp 2.452.000 x 12 = Rp 29.424.000,-
- Tahun 2027 + 15% = Rp 2.648.000 x 12 = Rp 31.776.000,-
- Tahun 2028 + 15% = Rp 2.844.000 x 12 = Rp 34.128.000,-
- Tahun 2029 + 15% = Rp 3.040.000 x 12 = Rp 36.480.000,-
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- Tahun 2030 + 15% = Rp 3.236.000 x 12 = Rp 38.832.000,-
- Tahun 2031 + 15% = Rp 3.432.000 x 9 = Rp 20.888.000,-
TOTAL Rp 309.985.600,-

4. Bahwa semasa perkawinan berlangsung Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi memiliki utang yang belum dilunasi sama sekali
sesuai dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak
mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak
mencukupi dibebankan kepada harta istri:

4.1 Utang kepada RINALDI sebesar Rp 375.000.000.- (tiga ratus tujuh

puluh lima rupiah) adalah sebagai pembatalan jual beli tanah dan
rumah SHM 792, yang jaminannya sekarang adalah SHM 791 (Objek
Perkara 3.3) dan SHM 793 (Objek Perkara 3.4);
Oleh karena utang dibuat semasa perkawinan yang digunakan untuk
pembangunan rumah berlantai 2 di Objek Perkara 3.1 dan 3.2, maka
beralasan hukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk
membayar Y2 dari utang tersebut diatas;

4.2 Pinjaman kredit di Bank Nagari cabang pembantu Pasar Bawah Kota
Bukittinggi, Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang sudah
menunggak sekian lama, yang apabila dilunasi tunggakan dan bunga
besera utang pokok sebesar Rp 450.000.000.- (empat ratus lima
puluh juta rupiah);

Oleh karena pinjaman tersebut dibuat semasa perkawinan, maka
sangat beralasan hukum menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk
membayar %2 dari pinjaman tersebut diatas;

5. Bahwa semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi telah diperoleh usaha dan harta bersama sebagai berikut :
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1759 seluas 418 m2 terletak
di Parak Kaco RT 001 RW 004 Kelurahan Pulai Anak Air kecamatan
Mandiangin Koto Selayan;
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Keterangan: pada saat pembelian tanah tersebut Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi minta tolong kepada saudara Tergugat
Rekonvensi yang bernama ANHAR untuk mengurus sertifikat tanah yang
dibeli kepada saudara satu kaum Tergugat Rekonvensi yang bernama
DAJANG yang berada di Dumai. Kemudian Penggugat Rekonvensi
mentransfer pembayaran tanah tersebut sebesar Rp 100.000.000,-
kepada Dajang. Kemudian diserahkan fotocopy KK dan KTP Tergugat
Rekonvensi kepada saudara Tergugat Rekonvensi yang bernama Anhar
supaya di urus sertifikat atas nama Tergugat Rekonvensi. Namun hasil
akhir pengurusan sertifikat yang keluar di BPN bukan atas nama Taufik
Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sertifikat terbit atas nama Anhar,
karena Anhar mengurus atas namanya sendiri. Atas saran dari
Penggugat Rekonvensi meminta untuk merobah nama sertifikat ke nama
Taufik Tergugat Rekonvensi, takutnya nanti bisa disalah gunakan oleh
Anhar saudara Tergugat Rekonvensi. Akhirnya saudara Tergugat
Rekonvensi Anhar bersedia membalik namakan sertifikat ke nama Taufik
Tergugat Rekonvensi. Dimana yang melakukan pengurusan balik nama
sertifikat tersebut ke kantor notary Fatma Devi yang berada di jalan
Bypass Bukittinggi adalah Penggugat Rekonvensi sendiri;

Karena untuk menghindari pajak, maka dibuatlah dasar balik nama SHM
tersebut akta hibah dari Anhar kepada Taufik, karena Anhar dan Taufik
berhubungan saudara. Dalam proses balik nama SHM tersebut istri
Anhar ikut serta bertanda tangan, jadi sudah jelas bahwa tanah tersebut
adalah tanah pembelian yang uangnya berasal dari Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukan harta pemberian kaum
Tergugat Rekonvensi. Kalau harta kaum, istri Anhar saudara Tergugat
Rekonvensi tidak akan 